PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 28
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan B&lakar Nabati Biofuel)
sebagai Bahan Bakar Lain dalam penyediaan dan gighdsian
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu pengatu@ijakan
pencampuran Bahan Bakar Nabaiofuel) dalam Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu;

b. bahwa dalam rangka terciptanya pelaksanaan edeagn dan
pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Terterdlard negeri
yang tepat sasaran, perlu dilakukan pengaturan jakeioi
penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan BakayadWiTertentu
melalui penerapan sistem pendistribusian tertuemisBahan Bakar

Minyak Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksiichadalam
huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan d&resNomor 71
Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribugiais Bahan

Bakar Minyak Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dhisgyara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang ...
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. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2R@ior
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld152)
sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamastitisi
Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2@B®tita
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Erieegnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Edrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tgntBadan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Békgak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Piganbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, bédran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tgnRengalihan
Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Blegara
(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Pergeembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tgntamgiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negargudik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaregafsd
Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telabati dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lemb&iegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tgnRambentukan
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian nB&lakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas BumaliidPipa;

8. Peraturan ...
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8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 terdianga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telaitbatl

dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 terfPamyediaan dan

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHANATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Noindiaffun 2005
tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis B8ladar Minyak

Tertentu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagkut :
“Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selapguttisebut
Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang bedasdhtau
diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yaegakal
dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicankpn
dengan Bahan Bakar NabaBi¢fuel) sebagai Bahan Bakar
Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasgrga,
volume, dan konsumen tertentu.

2. Bahan ...
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Bahan Bakar NabatiBiofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
selanjutnya disebut BBN adalah bahan bakar yangsbedari
bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahharb

organik lain.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk bakam tyang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-rasnelan
didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan pengada
undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam akilay

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibemtikk
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap [esyed
dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bdami
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiataahds
Hilir.

Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah dugran
negara yang dihitung dari selisih kurang antaragdgual
eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikgraajak-
pajak, dengan harga patokan per liter Jenis BBMenh&u.

Harga Patokan adalah harga yang dihitung sehiajan
berdasarkan harga indeks pasar Bahan Bakar Mingalathu
harga indeks pasar BBN rata-rata pada periode Isakan

sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Teéutesdalah
metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untukggena
tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme

penggunaan alat kendali.

Menteri adalah menteri yang bidang tugas darggiamg
jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan GasiBum

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagkut :

“Pasal 2

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBkentu
dalam Peraturan Presiden ini meliputi penetapanis J&BM
Tertentu, perencanaan penjualan dari Badan Usangediaan dan
pemanfaatan BBN, ketentuan ekspor, impor dan sistem

pendistribusian secara tertutup Jenis BBM Terténtu.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3)(pgaal, yakni Pasal
7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebaghkut :

“Pasal 7A

(1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusians JBBM
Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan
penyediaaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertevdjib
mencampurkan BBN yang dilaksanakan secara bersd®ajai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Usaha dalam melakukan pencampuran BBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memaafaatn

mengutamakan produksi BBN dalam negeri.

(3) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatpae
biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni denganis,
standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan géaetapkan

Menteri.”

“Pasal 7B ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

“Pasal 7B

Dalam rangka pencampuran BBN sebagaimana dirdakisiam
Pasal 7A ayat (1), Pemerintah menjamin ketersediam
pendistribusian BBN sesuai dengan ketentuan pamafoerundang-

undangan.”

“Pasal 7C

Menteri menetapkan harga indeks pasar Bahan Bakayak dan
harga indeks pasar BBN yang dicampurkan ke dalams J2BM

Tertentu.”

. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkant)(pasal, yakni Pasal

10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10A

(1) Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tarten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanak

dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBNET&l.

(2) Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tette
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skeat@hap
meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga juatatelan

volume tertentu.”

Pasal Il ...
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Pasal Il

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangggtiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



